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BAB 1 PENDAHULUAN 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 

1.1  Latar Belakang 

Salahisatuisumberipendapataninegaraiyangiutamaiadalahipajak. Di Indonesia, 

pajak merupakan penerimaan utama yang sangat berpengaruh bagi pemerintah 

RepublikiIndonesiaiselainisektorimigasidanieksporibaranginonimigas.Sebagaiisalahi

satuipenerimaanipentingibagiipemerintah,pajakidapatidipergunakaniuntukimembiay

ai kegiatan pemerintahan (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan 

masyarakat. Alokasiipajakiuntukipembangunaniprasarana, dan perbaikan kualitas 

sumberidaya manusia berpengaruhipositifiterhadapikegiataniekonomiimasyarakat 

(Wawan, 2017).i 

Pajak merupakanimodaliutamaiuntuk membiayai aktivitasipemerintahidalam 

menjalankanipembangunan. Sebagianibesaripenerimaaninegaraiadalahiberasal dari 

pajakisehinggaipajakisangatiberperanidalamipembangunanisuatuinegarai(Rahmawat

i, 2008). Maka fungsi pajak adalah berkaitan erat dengan alat kerja pemerintah untuk 

menyejahterakan negaranya dalam lingkup sumber daya manusia maupun dalam 

membangun sarana prasarana untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya. Berkaitan 

dengan aktivitas pajak berperan dalam pembangunan, salahisatuijenisipajakiyang 

ikutisertaidalamimeningkatkanifungsi tersebut adalahipajakibumiidan bangunan 

(PBB)iyaituiiuraniyangidi kenakan terhadapiorangiatauibadaniyangisecarainyatai 

mempunyai hak, memiliki, menguasai, dan memperolehimanfaatidari bumiidan 

bangunani(Rahman, 2011). 

UUiNomori23iTahuni2014itentangipemerintahanidaerahimenjadiilandasani 

hukum bagi pengembanganiotonomiidaerahidiiIndonesia. Dengan adanya undang-

undang tersebut, maka pemerintahidaerahimemiliki tugas danitanggungijawabiyang 

lebih untukimengelola sumber dana yang diperoleh guna mengembangkan otonomi 

daerah yang dipimpin. Termasuk dalam pengelolaan PajakiBumiidaniBangunani 

Perdesaanidan Perkotaani(PBB-P2), bentuk kebijakan tersebut tertuang dalam UU 

Nomori28iTahuni2009itentangiUndang-UndangiPajakiDaerahidaniRetribusi Daerah 

(UU PDRD).iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Sebelum UU tersebut muncul, PBB-P2 merupakan pajak pusat yang 

disetorkan kepada pemerintah pusat dengan metode bagi hasil yang diberikan 

kepada pemerintah daerah, sehinggaipemerintahidaerahihanyaimenerimaidanaibagi 

hasilidariipemerintahipusat. DenganiterbitnyaiUndang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009itentangiPajakiDaerahidaniRetribusiiDaerah,ipemerintahidaerahikiniimemiliki 

tambahanisumberipendapataniasliidaerahiyangiberasalidariipajakidaerah. Salah 

satunyaiadalahi PajakiBumiidaniBangunaniPerdesaanidan Perkotaani(PBB-P2). 

Daniakibatilainidariipengalihanitersebuti adalahisetiapi kegiatani prosesi pendataan, 

penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihanidanipelayananiPBB-P2iakan 
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akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Ditjen Pajak, 2011). 

Untuk mewujudkan otonomi daerah menjadi lebih baik maka dibutuhkan 

sinergisitas antara pemerintah daerah dan masyarakat guna mewujudkan otonomi 

daerah yang diharapkan. Masyarakat dalam konteks ini adalah penduduk yang 

bertempat tinggal di daerah tersebut. Konteks yang belangsung dalam hal ini adalah 

penerimaan pendapatan dan keuangan daerah yang berasal dari Pajak PBB-P2. 

Pemerintah daerah sebagai pihak otorisasi yang berwenang adalah sebagai ujung 

tombak dalam pemungutan pajak PBB-P2 agar penerimaan PBB-P2 sesuai target 

yang ditetapkan. Dalam memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam 

penerimaan PBB-P2, maka jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap hal 

tersebut. Karena semakinibanyakipendudukidalamisuatu daerah, maka semakin 

banyak juga wajib pajak yang harusimemenuhi kewajibannya dalam membayar 

pajak. AgarihasilipenerimaaniPajakiBumiidaniBangunanidapatiterealisasiisesuaii 

targetiyangiditetapkan,iperluidiketahuiifaktori-ifaktoriyangimempengaruhiidari 

penerimaanipengelolaaniPBB.iWajibiPajakiBumiidaniBangunani(PBB)iadalah/yaitu 

SubjekiPajakiyangidikenakanikewajibanimembayariiPajakiBumiidaniBangunan. 

Pertumbuhanipendudukimerupakaniunsuripentingiyangidapatimemacu tingkat 

pertumbuhaniekonomiisuatuidaerah. Penduduki yangi besari akani menggerakkani 

berbagaiikegiataniekonomiidanimerangsangitingkatioutputiatauiproduksiiagregati 

yangilebihitinggiisertaipadaiakhirnyaimendorongipertumbuhaniekonomiiidan juga 

pendapataninasional, yangiberpengaruhijugaiterhadapipeningkatani penerimaani 

PajakiBumiidaniBangunani(Cahyono, 2009). Peningkatanipendapatani nasionali 

tersebutiakanimenciptakaniwajibipajakibaru,isehinggaiCahyonoi(2009)iidapat 

menyimpulkanibahwaipertumbuhanipendudukibilaiditanganiidengani serius, maka 

akanimenambahijumlahiwajibipajakiyangimembayaripajak.iTapiijikaipertambahan 

pendudukitidakidiikutiidenganipeningkatanikualitasimakaijumlahi penduduki hanya 

akani menjadiibebaninegaraidanitidakiakani menghasilkani ataui menambahi wajibi 

pajakibaru.iiii 

AlokasiiDanaiDesaimerupakanisalahisatuibentukihubunganikeuanganiantar 

tingkatipemerintahaniyaituihubunganikeuanganiantaraipemerintahanikabupaten 

denganipemerintahanidesa. Untukidapatimerumuskanihubunganikeuanganiyang 

sesuaiimakaidiperlukanipemahamanimengenaiikewenanganiyangidimilikiioleh 

pemerintahidesai(Wawan,i2017).iMenurutiWawani(2017), penjabarani 

kewenangani desaimerupakaniimplementasiiprogramidesentralisasiidaniotonomi, 

dengani adanya 

desentralisasiidaniotonomiidesaimakaidesaimemerlukanipembiayaaniuntukidapat 

menjalankanikewenanganiyangidilimpahkanikepadanya. Pemberiani Alokasii Dana 

Desaimerupakaniwujudidariipemenuhanihakidesaiuntukimenyelenggarakaniyaitu 

otonomiidesaiagaritumbuhidaniberkembangimengikutii pertumbuhani darii desai itu 

sendiriiberdasarkanikeanekaragaman, partisipasi, otonomiiasliidemokratisasii dan 
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pemberdayaani masyarakat. Alokasii Danai Desai kiranyai dapati meningkatkan 

pembangunanidiidesa, denganimeningkatnyaipembangunanidi desai penerimaan 

PBBiakanimeningkatikarenaimasyarakatiakanidapatimelihati manfaati nyatai dari 

pengeluarani yangi digunakani untuki membayarkani pajaki padai pemerintah pusat. 

DalamiSuratiPemberitahuaniPajakiTerhutangi(SPPT), dasari penetapani Nilaii Jual 

Objeki Pajaki (NJOP) sangati bergantungi kepadai luasi tanah. Semakinibesariluas 

tanahi makai NJOPi semakini tinggii sehinggai penerimaani PBBi jugai semakini 

meningkat. Dengani adanyai peningkatani jumlahi luasi lahani yangi digunakan, 

makai penerimaani PBBi puni jugai akani mengalamii kenaikan.iiiii 

Kabupateni Jemberi merupakani Kabupateni dii Jawai Timuri yangi telahi 

melaksanakani pengalihani pengelolaani PBB-P2i padai tahuni 2013. Setelah 

melakukani pengalihani PBB-P2, Kabupateni Jemberi melaluii Dinasi Pendapatan 

melakukani semuai kegiatani perpajakani yangi berkaitani dengani PBB-P2. Berikut 

datai darii Dinasi Pendapatani Kabupateni Jemberi menunjukani targeti dan 

realisasii penerimaani PBB-P2i Tahuni 2013 - 2015.  

ii 

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember  

Tahun 2011-2015 

 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018 (data diolah). 

 

 Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah realisasii penerimaan PBB-P2 Kabupaten 

Jember periode 2011-2015 mengalamii peningkatani secara berfluktuasi setiap 

tahunnyai kecuali padai tahuni 2013 mengalamii kenaikani yang signifikan. 

Sedangkan persentase ketercapaian penerimaan setiap tahunnya berfluktuasi. 

Persentase penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 88% sedangkan 

terendahi terjadii padai tahuni 2015 sebesari 69%. Hali inii menunjukan bahwa 

Kabupaten Jember memilikii potensi yangi baiki dalam penerimaan Pajak Bumii dan 

Bangunani Perdesaani dani Perkotaan.  

 Penelitiani sebelumnya dilakukani olehi Meiriska Febrianti (2017) yang 

berjuduli Faktor-Faktori yangi Mempengaruhii Realisasi Penerimaan Pajaki Bumi 

dan Bangunani Sektor Pedesaan dan Perkotaani di Kabupateni Bangka Tengah. 

Tujuani penelitiani adalahi untuki mengujii pengaruh dari jumlah wajibi pajak, 

jumlah penduduk, luas wilayah, luas bangunan dani produki domestiki regional 

brutoi terhadapi Realisasi Penerimaani Pajaki Bumi dan Bangunan di Kabupaten 

Bangka Tengah. Penelitiani inii merupakani penelitiani yangi menggunakan 

Tahun Target Penerimaan PBB-P2 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Persentase

2011 24.708.782.464Rp                20.694.502.330Rp                      84%

2012 25.934.249.732Rp                21.164.108.396Rp                      82%

2013 28.971.927.993Rp                25.435.843.340Rp                      88%

2014 48.478.512.595Rp                37.153.451.592Rp                      77%

2015 48.725.944.260Rp                33.543.927.393Rp                      69%
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pendekatan kuantitatifi dengani bentuki penelitiani kausalitas. Penelitian kausalitas 

adalah penelitian yang menguji pengaruh atau sebab akibat antar variabel 

independeni dan variabel dependeni dengani menggunakani alat analisai regresi 

berganda. Obyek dari penelitian ini adalah penerimaani pajaki bumii dani bangunan 

yang diterima olehi Pemerintahi Daerahi Kabupateni Bangkai Tengah. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruhi desa/kelurahani yangi adai di Kabupaten 

Bangka Tengah yaitui 67 desa/kelurahan. Sampeli yangi diambil dalami penelitian 

inii sebanyaki 250 sampeli yangi diperoleh darii 50 desa/kelurahan darii tahuni 2010 

sampaii dengan tahuni 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh 

terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah penduduk 

berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, luas wilayah 

berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, luas 

bangunan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, 

dan produki domestiki regionali brutoi tidak berpengaruhi terhadapi realisasi 

penerimaani Pajaki Bumii dani Bangunan. 

 Berdasarkan penelitiani tersebuti makai penulisi tertariki untuk 

mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Meiriska Febrianti (2017) namun 

dengan beberapa perbedaan antara lain yang pertama adalah dengan menambah 

variabel bebas lain yaitu Alokasi Dana Desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

kecil yang peneliti lakukan dengan pihak yang berwenang terkait dengan 

penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember bahwa pernah diterapkannya persyaratan 

harus lunas PBB-P2 setiap desa pada Tahun 2013 sebelum mencairkan Alokasi 

Dana Desa. Dengan alasan tersebut, maka tidak menutupkemungkinan bahwa ADD 

juga berperan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 pada Tahun 2013 di 

Kabupaten Jember. Kedua,  rentan waktu penelitian ini tahun 2011 – 2015 sehingga 

memperluas penelitian sebelumnya, dan ketiga penelitan ini menggunakan 

penelitian dalam bentuk survei dan metodei yangi digunakani dalami penelitiani inii 

adalah penelitiani yangi bersifati verifikatifi yaitui penelitiani yangi menggunakan 

penyajiani jawabani darii hasili pemikirani yangi kebenarannyai bersifat sementara 

(hipotesis). 

Berdasarkani uraiani latari belakangi diatas, maka peneliti tertariki untuk 

melakukani penelitiani dengani juduli Dampak Alokasi Dana Desa, Jumlah Wajib 

Pajak, Jumlah Penduduk dan Luas Lahan terhadap Realisasi Penerimaan 

PBB-P2 di Kabupaten Jember. 
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1.2 Rumusani Masalahi 

Berdasarkani latari belakangi dan uraian di atas, makai dapat dirumuskan 

permasalahan penelitiani sebagaii berikut:  

1. Apakah Alokasi Dana Desa berdampak terhadap realisasii penerimaani PBB-

P2 di Kabupateni Jember ? 

2. Apakah jumlahi Wajibi Pajaki berdampak terhadapi realisasi penerimaan 

PBB-P2 di Kabupaten Jember ? 

3. Apakah jumlah penduduk berdampak terhadap terhadap realisasii penerimaan 

PBB-P2 di Kabupaten Jember ? 

4. Apakah luas lahan berdampak terhadap realisasii penerimaani PBB-P2i di 

Kabupateni Jember ? 

 

1.3 Tujuani Penelitiani 

Berdasarkani identifikasi rumusani masalahi tersebut, tujuani yang ingin 

dicapai dalami penelitiani inii adalahi sebagaii berikut:  

1. Untuk mengetahuii dampak Alokasi Dana Desa terhadap realisasi penerimaan 

PBB-P2 di Kabupaten Jember 

2. Untuk mengetahuii dampak jumlah Wajib Pajak terhadap realisasi penerimaan 

PBB-P2 di Kabupaten Jember 

3. Untuki mengetahui dampak jumlahi penduduki terhadapi realisasi penerimaan 

PBB-P2 di Kabupaten Jember  

4. Untuk mengetahui dampak luas lahan terhadap terhadap realisasi penerimaan 

PBB-P2i di Kabupaten Jember 

 

1.4 Manfaati Penelitiani 

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberi kontribusi manfaat 

antara lain:  

1.  Manfaat Teoritis  

Memberikani sumbangani terhadapi pengembangani ilmui pengetahuan 

khususnyai dalam bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan  yang 

berkaitan dengan faktor-faktori yangi mempengaruhii penerimaani Pajak 

Bumii dani Bangunani Sektori Perdesaani dani Perkotaani(PBB-P2). 

2.  Kegunaan Praktis  

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember  

Diharapkani dapati digunakan sebagaii bahani informasii tambahan 

kepadai pihaki pemerintahi daerah, yangi dalami hal ini pihak 

pemerintahi daerahi Kabupateni Jember dalami rangkai usaha 

peningkatani pendapatani daerah. Dan diharapkani dapati menjadii 

bahani masukani bagii Pemerintah Kabupateni Jemberi dani Dinasi 
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Pengelolaani Keuangani Daerah Kabupateni Jemberi (DPKD) dalami 

menerapkani kebijakani dalam rangkai meningkatkani realisasii 

penerimaani Pajaki Bumii dan Bangunani Perkotaan dan Perdesaan di 

KabupateniJember. 

b.  Bagi Masyarakat  

Diharapkan sebagai penambahan pengetahuan tentang faktor-faktor 

yangi mempengaruhii dalam penerimaan Pajaki Bumii dani Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu dapat digunakan sebagai 

acuani bagii masyarakati terutamai wajibi pajaki untuki menyadari 

pentingnyai membayari pajak. 

c.  Bagi Mahasiswa  

Diharapkani dapati memperdalam ilmu dalam bidang sektor publik dan 

perpajakan, sebagai referensi melakukan penelitian sejenis, dan sebagai 

bahani pembandingi terhadapi berbagaii hasili penelitiani dani referensi 

bagii merekai yangi akani melakukani penelitiani dengan permasalahan 

yangi sama. 

d.  Bagi Penulis  

Diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah untuk menerapkan ilmu 

yang terutama dibidang sektor publik dan perpajakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


